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MOTTO

"Rumah yang dibangun bahagia adalah rumah yang
dibangun di atas rasa saling mencintai, yang tegak
berdiri di atas pondasi cinta yang penuh dengan
takwa kepada Allah dan keridhaan-Nya”™

"Dipetik dari "Berikaplah Lembut Kepada Wanita” oleh
D.R. "Aidh al Qarni dalam buku La Tahzan Jangan Bersedih
Halaman 430.
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RINGKASAN

Sudah kodrat manusia diciptakan Tuhan untuk bengagasangan
dengan melakukan perkawinan. Selama perkawinaghbigtrslilandasi dengan rasa
kasih sayang, persesuaian dan pandangan hidupnsemdiki tujuan yang sama
maka perkawinan tersebut dapat berjalan dengaardafetapi karena suami dan
istri itu tidak seibu dan sebapak tidaklah mustapébila diantara mereka terdapat
banyak perbedaan mengenai sifat, watak, pembaweadidikan dan pandangan
hidup yang dapat menimbulkan masalah ataupun kgagiygan dan mereka
beranggapan perceraian merupakan solusi terbaildk umenyelesaikan suatu
masalah tersebut.

Dalam persidangan Hakim selalu memberikan kesempatéuk suami-
istri yang hendak melakukan perceraian agar meikiaataniatan mereka untuk
bercerai. Hakim tidak begitu saja menerima alasasaa terjadinya suatu
perceraian. Harus ada pembuktian untuk melakukaitusperceraian dan jika
bukti-bukti tersebut tidak kuat maka Hakim berhagnmlak Putusan Pengadilan.
Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajiadalsuatu karya ilmiah dengan
judul: GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN BN
PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK OLEH
PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI (PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/Pg.Jranggal
25 Januari 2006

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalahgenai kriteria
alasan-alasan hukum perselisihan suami-istri unéukerai dan penolakan Hakim
atas putusan dalam kasus perceraian karena tidalktedi pengadilan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetatriteria-kriteria
alasan perselisihan dan pertengkaran yang terusmmegang diatur dalam Pasal
19 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tab@i4 dan alasan Hakim
menolak putusan tentang perkara perceraian padakarper Nomor:
2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsilalah dengan
menggabungkan 2 (dua) pendekatan vyaitu, Pendekd&nndang-undangan

(Statute Approachyaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaalussem

Xiii



undang-undang dan regulasi yang bersangkut pawgadetugas Hakim dalam
pemeriksaan perkara perceraian dengan alasanipiiaelterus menerus (Peter
Mahmud Marzuki, 2005 : 93), dan Pendekatan Kasimsé€ Aprroach yaitu
alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim urdakipai kepada
putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 119).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam Undangamgl terdapat
beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraiafikdaperceraian tersebut
diajukan tanpa bukti yang kuat maka pengadilan dapmolak putusan sesuai
dengan perundangan yang Dberlaku seperti pada perk&lomor:
2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr karena Penggugat tidak dapatbuktikan bahwasanya
hubungan rumah tangganya tidak harmonis dan Tergugikukan kawin siri
dengan wanita lain, maka putusannya ditolak oletg®dilan Agama Jember.

Adapun saran yang dapat penulis sumbangkan, heyaasumami istri
dalam menjalin suatu ikatan di dalam rumah tangga@lupadanya suatu
komunikasi yang lancar sebagai solusi dalam penagcauatu masalah dan

persesuaian dua pribadi yang berbeda untuk mentgpan hidup bersama.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Kodrat manusia, di dalam kehidupannya adalah seébagdkluk
sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantdam orang lain. Oleh
karena itu, setiap manusia pasti memiliki hasratukirmencari pasangan
hidupnya .Sudah menjadi kebutuhan hidup mendadarsétiap insan akan
menikah, dan hal tersebut dapat dilaksanakan méahbaga perkawinan.

Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Reirkan yaitu,
Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dikatakan bahwa abgdindang
tersebut telah menampung sendi-sendi dan membetdasasan hukum
perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dalakoetbagi berbagai
golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.bdagsa Indonesia
memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pareaddn tetap berpijak
pada Bhineka Tunggal lkaBerarti walaupun kita sudah memiliki hukum
perkawinan yang berlandaskan kesatuan namun kedat@ineya tetap masih
berlaku, dikarenakan yang berbeda-beda itu masihpengaruhnya.

Menurut penulis, kebhinekaan pada Undang-UndangalReman
tersebut bertujuan agar dapat mengatasi kesulgag ynuncul apabila dalam
sebuah perkawinan terdapat dua orang yang berla¢aiadelakangnya dan
mereka masing-masing mempertahankan pegangannyéu Béda masalah
tersebut terus dibiarkan maka akan dapat menimbuli@gguan dalam
berumah tangga. Oleh karena itulah Undang-Undamga®&an Nomor 1
Tahun 1974 tetap mempertahankan kebhinekaan térsebu

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorargdam seorang
wanita, yang saling mencintai dan menyayangi samoaslain. Menurut Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perleawyang selanjutnya
disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahiin battara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengmm@nt membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekahbarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa. Apabila dilihat dari aspek hukum, perkawi merupakan suatu
ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan pgugan yang akan
melakukan suatu perkawinan.

Pergaulan yang sangat erat diantara pergaulan gdagli dunia ini
adalah pergaulan suami istri. Setiap siang danmaberbulan dan bertahun,
mereka bergaul dan berkumpul di rumah tangga dadoadi rumah tangga.
Selama dan sepanjang pergaulan itu tentu menghemdaikbutuhkan serta
memerlukan kasih sayang, persesuaian pendapatasaamyan hidup yang
seirama, seia dan sekata, seiring dan bersatuntujanmun karena suami dan
istri itu tidak seibu sebapak, mungkin pula tidekeduarga, tidak sekampung
atau tidak sesuku, tidak mustahil apabila diansarami dan isteri terdapat
perbedaan-perbedaan mengenai sifat, watak, pembaveadidikan dan
pandangan hidup.

Untuk dapat mewujudkan harapan dan keinginan itakadnya
banyak sekali rintangan dan godaan yang harus dhgtatsi oleh pasangan
suami istri tersebut. Sejalan dengan usia perkawiyang terus menerus,
adakalanya pasangan suami-istri juga merasakan sapdp dan
ketidakcocokan menganggap perceraian merupakanyalag terbaik.

Dalam kenyataanya memang banyak pasangan suanyast tidak
mampu mengatasi berbagai macam cobaan yang menighdelpidupan
rumah tangga mereka. Hal ini mengakibatkan pecahmgfaligai perkawinan
yang telah dibangun dan berujung dengan percerdieskipun Islam
membolehkan adanya perceraian sebagai alternatifhtie tetapi agama Islam
tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuabgerntangan dengan
azas-azas Hukum Islam. Karena setiap perbuatan yamgsak ikatan
perkawinan sangat dibenci oleh Allah SWT.

Menurut Happy Marpaung (1983 : 16) menyatakan pai@e adalah
sebagai berikut :

“Pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihakiimbidup
dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibanaskéa
ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Percesdatah
suatu tindakan terakhir yang dapat dilakukan setédalebih
dahulu menempuh jalan wuntuk usaha-usaha perdamaian,



perbaikan, dan sebagainya kemudian tidak ada lacudi
terjadinya perceraian”.

Perceraian yang terjadi harus berdasarkan padanatdagsan tertentu
yang telah dicantumkan dalam penjelasan Pasal 8@hdpaUndang Nomor 1
Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahdd 9 Tahun 1975, dan
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bagi yamgdgama Islam. Pasal-
pasal tersebut menyebutkan bahwa “perceraian degadi karena antara
suami istri terus menerus terjadi perselisihan giamengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tang§#&nurut pasal 38
Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Perkawinan dapat putus karena kematian, percerdgamnatas
Keputusan Pengadilan”. Perceraian yang sah merurkiam
hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilang ya
bersangkutan setelah berusaha dan tidak berhastlameaikan
kedua belah pihak, baik itu karena suami yang telahjatuhkan
cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugahi atau
memohonkan hak talak sebsilghat takliktalak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alashwd antara
suami isteri tidak akan rukun kembali. Meskipun adal agama Islam
perceraian telah dianggap sah apabila diucapkaetikaktu oleh sang suami,
namun harus tetap dilakukan di depan pengadilanuahnya untuk
melindungi segala hak dan kewajiban yang timbuhgabakibat hukum atas
perceraian tersebut. Di sini, Hakim dalam menjaawhkkeputusan lebih
banyak dengan alasan perselisihan dan pertengtertenmenerus .Walaupun
dalam gugatan dan pertimbangan hukumnya terdapatakgan telah terjadi
tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilalsuami kepada isterinya,
hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pendamikeputusan
Maksudnya adalah Penggugat ingin segera menyedgsg&rkaranya atau
ingin segera bercerai, karena jika alasan yangridde adalah kekerasan
dalam rumah tangga maka perkara tersebut masukndatara pidana dan
dibuktikan kebenarannya dengan visum oleh doktatukJmembuktikan atas

adanya kekerasan dalam rumah tangga maka harusiktilderupa luka atau



cacat pada tubuh. Hal tersebut menjadikan prosesidpagan memakan
banyak waktu.

Dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji putusanrkaga perdata
Nomor 2901/Pdt.G/2005/PA Jr. Yang menyebutkan bahum’i Rukiyah
binti Mustajib sebagai Penggugat yang menikah derigena Akhyar bin
H.Imam Soebroto sebagai Tergugat pada tanggal 18erDer 2005
mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jemberaiga adalah sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebalRenggugat merasa
dihianati oleh Tergugat, karena telah menikah dgmgan wanita lain yang
bernama Rohmah dari Suco Mumbulsari .

Maksudnya, bahwa hubungan diantara Penggugat daguda
sebagai suami-isteri dalam rumah tangga tidak haisagi dan sering terjadi
pertengkaran yang terus-menerus. Hal tersebutdiegajak diketahuinya
Tergugat telah menikahi wanita lain yaitu mantarakatuah Tergugat.
Sehingga dalam hal ini Penggugat merasa dihiaaatsekit hati.

Dalam hal ini, sebelum Hakim menjatuhkan putusatabudiadakan
upaya-upaya perdamaian pada kedua belah pihak,dbetk Hakim sendiri
maupun dari keluarga kedua pihak. Upaya perdamsemg dilakukan
tersebut ternyata sebelumnya tidak membuahkan, hetsipi ternyata Hakim
tidak menemukan alasan-alasan perceraian yang &edtingga putusan
NOMOR: 2901/Pdt.G/2005/PA.Jr ditolak. Hakim telatkin bahwa rumah
tangga suami- istri tersebut baik-baik saja. Habilanjutkan dengan adanya
bukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukamungan seks
sebanyak 3 kali selama masa persidangan, Pengdagafergugat masih
tinggal bersama dalam satu rumah dan Tergugat rtekaya bahwa masih
mencintai Penggugat dan anak-anaknya. Dengan ikinHderpendapat
bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat masih haamoni

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarikkumembahas lebih
lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengaul: GUGATAN
CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN
DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK OLEH PENGADILAN



AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI (Putusan PA Jember Nomno
2901/Pdt.G/2005/Pa.Jr Tanggal 25 Januari 2006)

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atesa penulis

menemukan beberapa permasalahan yang timbul daitara

1.

Apakah yang menjadi alasan hukum dalam perselissbami istri untuk
bercerai?

Apakah pertimbangan Hakim dalam perkara NOMOR:
2901/Pdt.G/2005/PA.Jr telah memutus menolak gugatarai dari
Penggugat?

1.3Tujuan Penulisan

Tujuan merupakan suatu hasil yang dikehendaki daebuah

perbuatan, baik itu secara langsung maupun tidagslang. Perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang selalu memiliki tujuanu&o penulisan skripsi ini

meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi seorang mahasiswa fakultas hukum, penulisaipsskini
dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas akiing
merupakan salah satu syarat untuk dapat menyedesaitogram
studi llmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Stata Fakultas
Hukum Universitas Jember.

2. Untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuasiisdya
mengenai ilmu hukum vyang diperoleh selama di bangku
perkuliahan.

3. Untuk menyumbang dan mengembangkan pemikiran yarguba
bagi kalangan umum dan para mahasiswa Fakultas riuku

Universitas Jember.



1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan hukum terjadinya peiaerayang
disebabkan adanya pertengkaran yang terus-menatas dumah
tangga sebagai pertimbangan hukum di Pengadilamagember.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Halkdalam
menolak gugatan cerai dalam perkara NOMOR:
2901/Pdt.G/2005/PA.Jr.

1.4Metode Penulisan
Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu liggmu
merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkartuiskabenaran hukum.
Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menuemcana tertentu.
Metode ilmiah memiliki peranan yang penting dalaemydisan suatu karya
iimiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberiklur pemikiran

secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsadalah
dengan menggabungkan 2 (dua) pendekatan yaitu,eRatiath Perundang-
undangan (Statute Approach)yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yangngkwt paut dengan
tugas Hakim dalam pemeriksaan perkara perceraiangade alasan
perselisihan terus menerus (Peter Mahmud MarzuRQ52: 93), dan
Pendekatan KasusCése Aprroach yaitu alasan-alasan hukum yang
digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusarfRgter Mahmud
Marzuki, 2005 : 119).

1.4.2 Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penulisan adalah subyekata bahan
hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecap&anasalahan yang

ada. Sumber-sumber penelitian hukum ini adalahgseleerikut :



a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yangfaessitoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum priteediri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atdahridalam pembuatan
peraturan perundang-undangan dan putusan-putuseter (Mahmud
Marzuki, 2005:141). Bahan hukum primer yang begtaidlan digunakan
dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang Parkavo. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nlah@n 1975 tentang
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukulams Undang-
Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiremlang-
Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atasngrAdadang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peratunaméang-undangam
lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yangdéahas.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentalkgm yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasiang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jujoatal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan Pengadilan AgamabelerNomor
2901/Pdt.G/2005/PA.Jr (Peter Mahmud Marzuki, 2008)1

c. Bahan Non Hukum
Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akadebsban-bahan non
hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukatahagtawancara.
Hasil wawancara pejabat yang paling punya kewemarma bukan
merupakan bahan hukum primer karena hasil wawartgdas bersifat
autoritif. Akan tetapi hasil wawancara tersebutadapmaksudkan sebagai
bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:16%h Garena itu
penulis menggunakan wawancara sebagai bahan noomhukntuk
memperoleh keterangan-keterangan dalam memecah&enagalahan

hukum yang ada.



1.4.3 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian hukum dengan meng@mdéingkah-
langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukuam anengeleminir hal-hal
yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yaendak dipecahkan,
melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan barlan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpuldadam bentuk
argumentasi yang menjawab isu hukum, serta menaverigreskripsi
berdasarkan argumentasi yang telah dibangun daksimgulan. Langkah-
langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sab#gu yang bersifat

preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 200%).



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1Pengertian, Syarat dan Tujuan Perkawinan
2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antexasmg pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuambrertuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkamh&®dn Yang Maha
Esa. Apabila dilihat dari aspek hukum, perkawinagrupakan suatu ikatan
perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuwaryyakan melakukan suatu
perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 efiemnslkan
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seppama dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membékglldarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YarahaMEsa.
Berdasarkan definisi yang telah tercantum dalamadgendang Perkawinan
No. 1 tahun 1974, masih dapat diperinci dengankégaan yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorpnig dengan seorang
wanita sebagai suami istri.

2. lkatan lahir batin itu ditujukan untuk membentukuagga (rumah tangga)
yang bahagia, kekal dan sejahtera.

3. lkatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekalbérdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa (Amir Syarifuddin, 2004:40)

Di dalam agama Islam juga merumuskan berbagai pesmgeentang
perkawinan seperti yang dikemukakan oleh parasaflagai berikut :

1. Perkawinan yang dalam istilah agama disebukdNi ialah :
melakukan suatu agad atau perjanjian untuk mengikadiri
antara seorang laki-laki dan wanita untuk mengkafal
hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengesard
sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk nuelkan
suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang dilimga rkasih
sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang dirdéh
Allah (Ahmad Azhar dalam Soemiyati, 1986 : 8).

2. Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatag ya
suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memgrarintah
dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehiduparloeriga
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dan berumah tangga dapat berjalan dengan baikis#=ugan
ajaran masing-masing (Hilman Hadikusuma, 1990.: 10)

3. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh Allaeh
dan juga disuruh oleh Nabi (Amir Syarifuddin, 200%3).

4. Perkawinan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa perkawinamitsaaaganmenurut hukum
Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat ktet
gholidhan  untuk  mentaati perintah  Allah  dan
melaksanakannya merupakan ibadah.

Hilman Hadikusuma (1990 : 28) menyatakan perkawidalam arti
perikatan adat adalah

“Perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukuat gaing
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan seteiginya
ikatan perkawinan maka timbullah hak-hak kewajibsang tua

(termasuk anggota keluarga atau kerabat) menutuinhiadat

setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan

kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yearikgait
dalam perkawinan”.
Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkarhvie perkawinan
mitsaaganmenurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akagysangat
kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melakkanaya merupakan
ibadah.

Walaupun terdapat banyak pengertian dan pendapatantg
perkawinan tetapi sebenarnya hanya memiliki satiy llmhwa perkawinan
merupakan suatu bentuk perjanjian perikatan arga@ang laki-laki dan
seorang wanita. Perjanjian yang dimaksud adalgargem suci, yang disertai
dengan niat yang baik antara sepasang calon menipldldaki dan wanita
dengan Allah SWT untuk membentuk sebuah keluargaaselengan ajaran
agama. Karena dengan melaksakan perkawinan belaté telah
melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintathamillah SWT.

Ikatan lahiriyah dan bathiniyah dalam ikatan perikean mempunyai
gerak langkah yang sama dalam karya dan do’a sgdingnah tangga akan
hidup rukun dan damai yang disebabkan suami istjatan seiring dengan
arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidupnizd tangga sejak
semula sudah berbeda bathiniyahnya, maka suatupsaaisahanpun akan

selalu mengancam. Oleh karena itu rumah tangga lyaikghendaknya sejak
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semula sudah dalam bahtera hidup yang sama lahirbdéhin (Hilman
Hadikusuma, 1990 : 11).

Menurut Hazirin (1982:45), Undang-Undang Perkawindomor 1
Tahun 1974 adalah suatu unifikasi yang unik dengeemghormati secara
penuh adanya variasi berdasarkan agama dan keparcgsing berKetuhanan
Yang Maha Esa. Unifikasi tersebut bertujuan henuakengkapi segala apa
yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepaara Dalam hal
tersebut negara berhak mengaturnya sendiri se®rajad perkembangan
masyarakat dan tuntutan zaman. Hal ini dapat disikap bahwa dengan
adanya unifikasi tersebut, negara menyatakan dirifjahwa selain
menghormati juga berhak untuk mengatur hal yangktidiatur hukumnya
dalam agama atau kepercayaannya itu.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telatetakkan
azas-azas perkawinan nasional, antara lain:

1. Azas sukarela.
Undang-undang menentukan dalam perkawinan harussatikan atas
persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena warka mempunyai
maksud agar suami dan istri dapat membentuk kedugang kekal dan
bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manaia,suatu perkawinan
harus ada persetujuan dari kedua calon suamtasfpa ada paksaaan dari
pihak manapun, jadi di sini menjamin tidak adangavik paksa. Tujuan
dari perkawinan itu sendiri membentuk keluarga ykekal dan bahagia,
untuk itu suami dan istri harus saling melengkapi.

2. Partisipasi keluarga.
Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandadgh dewasa. la
dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapaentukan
nasibnya sendiri, tetapi karena perkawinan suatistprea penting dalam
kehidupan seseorang karena ia akan menginjak Kedadibaru untuk
membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari kemabesar bangsa
Indonesia yang religius dan kekeluargaan, makaldixen partisipasi dari

keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut.
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3. Perceraian dipersulit.
Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam &aad/ang benar-benar
kritis. Penggunaan cerai tanpa kendali dapat mieamgberbagai pihak,
diantaranya anak-anaknya dan lebih luas lagi akaenyangkut
masyarakat pada umumnya.

4. Poligami dibatasi secara ketat.
Sistem perkawinan menurut undang-undang perkawikigm adalah
monogami hanya bila dikehendaki oleh yang bersamagkikarena hukum
dan agama yang bersangkutan itu mengijinkan, madeasg suami dapat
beristri lebih dari seorang. Perkawinann lebih danrang istri, meskipun
hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersamgku hanya dapat
dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat terteddun diputus oleh
pengadilan.

5. Kematangan calon mempelai.
Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip batalan suami istri
harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk ngslangkan
perkawinana agar dapat memenuhi tujuan luhur darkgwinana dan
mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh katertearus dicegah
adanya perkawinan anak-anak di bawah umur. Batag yang rendah
juga akan mempertinggi angka kelahiran, oleh karenbindang-undang
menentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahg f@a dan 16 tahun
bagi wanita, tetapi dalam keadaan yang sangat makdeerkawinan di
bawah umur tersebut dimungkinkan setelah mendapgienkasi dari
pengadilan atas permintaan orang tua.

6. Memperbaiki derajat kaum wanita.
Wanita adalah jenis manusia yang banyak memerlekiingungan pada
manusia yang lain, pada saat pria mempergunakanchek secara
semena-mena, maka wanitalah yang paling banyak ateng
penderitaan. Perceraian semacam ini bukan sajgpaiean suatu pukulan
moril bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkatugnya. la harus
mencari nafkah untuk anak-anaknya yang sebenardgiata tanggung
jawab mantan suami (Hazairin, 1982:58).
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Berdasarkan azas-azas perkawinan yang dikemukakatas, ada
beberapa kasus yang bertentangan dengan azaseskawipan seperti yang
diuraikan diatas. Pertama mengenai azas percergany dipersulit.
Berdasarkan pasal 39 (1) Undang-Undang Perkawirmanol 1 Tahun 1974,
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depangigengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidakasiermendamaikan
kedua belah pihak. Penggunaan kata “hanya” dilsnarti “itu merupakan
satu-satunya cara, tidak ada cara lain selain jadi maksud dari bunyi pasal
tersebut, satu-satunya perceraian yang dapat @aakadalah di depan sidang
pengadilan, tetapi kenyataannya ada kasus seonaami Syang menalak
istrinya tanpa melalui di depan sidang pengaditdal. ini disebabkan pada
rangkaian pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Ndm®ahun 1974
maupun pada peraturan pelaksanaannya, tidak adapsatl pun yang
mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan daphauami yang
menalak istrinya di luar pengadilan.

Kedua, mengenai azas poligami yang dibatasi sdaaed. Poligami
hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratdanter dan mendapat ijin
dari pengadilan, tetapi kenyataanya seorang suapatdsaja melakukan
poligami tanpa persetujuan dari pengadilan. Misalmdengan melakukan
kawin siri, selanjutnya suami itu dapat memiitbat nikah ke Pengadilan
Agama.

Mengenai azas memperbaiki derajat kaum wanita, padgkaian
pasal pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tali#, Imenurut
penulis belum sepenuhnya memberikan perlindungam keum wanita. Di
satu sisi memang hak dan kedudukan istri adalahbsgig dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga madalam pergaulan
masyarakat sehingga dengan demikian segala sedakn keluarga dapat
dirundingkan dan diputus bersama oleh suami-isétiapi disisi lain istri
belum dapat perlindungan terhadap talak yang e di luar sidang
pengadilan oleh suami. Hal ini disebabkan pada bgdéndang Perkawinann

maupun pada peraturan pelaksanaanya tidak mersgaha sekali sanksi yang
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dapat dikenakan terhadap suami yang menjatuhkaknigd di luar sidang

pengadilan.

2.1.2 Syarat Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatdlehwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurutumnuknasing-masing
agamanya dan kepercayaannya. Berarti dalam haidekk ada perkawinan
yang dilakukan diluar hukum masing-masing agamakggrercayaannya itu.
Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinamdd 1 Tahun 1974,
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peésng-undangan yang
berlaku.

Ada dua pendapat tentang penafsiran Pasal 2 Uridadgng
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pendapat pertamayatakan, ada
kecenderungan dari beberapa Sarjana Hukum yang ingémisahkan
penafsiran Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu bahwkapénan sah bila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaarsgdangkan
pendaftaran adalah syarat administrasi saja. Dilkuatau tidak, tidak
merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidakyebabkan tidak sahnya
perkawinan tersebut. Pendapat kedua menafsirkandidsal 2 ayat (1) dan
(2) bukan saja dari sudut yuridis semata-mata ysdétlunya perkawinan itu
tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menmereka (para Sarjana
Hukum), pasal ini tidak dapat dipisahkan sedemkiapa tetapi dianggap
merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang gingnenjalin menjadi
satu, bila yang satu lepas maka yang lain berkutayatannya bahkan
hilang sama sekali (Ramulyo, 1996:86)

Penulis sendiri menafsirkan Pasal 2 ayat (1) darU(®ang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah cenderungkunemisahkannya,
bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan merwrlkittim masing-masing
agama dan kepercayaannya, sedangkan pencatatah agatat administratif
saja. Alasannya karena perkawinan yang tidak diatasama dengan suatu
kelahiran dan kematian yang tidak dicatatkan. Rengliga berpedoman

selama Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1ifida4 ada pasal
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yang mengatur dengan tegas bagaimana cara menaf$dksal 2 Undang-

Undang Perkawinan, apakah ditafsirkan secara kdihatau tidak komulatif

maka menurut penulis Pasal 2 Undang-Undang PerkaaifNomor 1 Tahun

1974 dapat ditafsirkan secara tidak komulatif.

Undang-Undang Perkawinan meletakkan syarat-syarag ietat bagi

pihak yang akan melangsungkan perkawinan, diantaran

1)

2)

Persetujuan Kedua Belah Pihak
Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu atgyarat
perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Basgat (1) jo. Pasal
16 ayat (1) KHI) persetujuan ini penting agar mgsimsing suami isteri,
memasuki gerbang perkawinan dan rumah tangga, {bemar dapat
dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewaybharsecara
proporsional.
Izin Orang Tua / Wali
Pasal 6 ayat (2) menentukan, bahwa untuk melanganngerkawinan,
seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh) saltwn, harus
mendapat izin kedua orang tua. Jika kedua orangtdiad meninggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakaen&aknya izin
dapat diperoleh dari:
a. Wali;
b. Orang yang memelihara; atau
c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam datisrunan
yang lurus ke atas (kakek-nenek), selama merekahnmédup dan
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
Orang yang beragama Islam persoalan wali merupsjkaat yang
penting untuk sahnya suatu perkawinan, yang dapatjadi wali
menurut susunannya ialah:

ayah

ayahnya ayah atau kakek,

saudara lelaki yang seibu dan seayah,

anak saudara laki-laki yang seibu dan seayah,
anak saudara laki-laki yang seayah,

saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah,
saudara laki-laki dari ayah yang seayah,

anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah,

S@roooow
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i. anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah gan
seibu dan seayah,
J- anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah gan
seayah (Lili Rasjidi, 1991 : 75).
Bila orang-orang tersebut di atas tidak mampu niemjali atau menolak

tanpa alasan-alasan yang jelas, seorang Penghpdti lbrtindak sebagai
Wali Hakim (R. Wirjono Projodikoro, 1974 : 55).

Batas Umur Perkawinan

Batas umur yang ditetapkan pada Undang-Undang Ntahtin 1974
adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wardtal ini senada
dengan prinsip perkawinan, bahwa calon mempelaish@iah masak jiwa
dan raganya agar terwujud perkawinan secara basmud Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tidak konsiten karena [Raksal 6 ayat (2)
disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur 21 tgtertu izin dari
kedua orang tua sedangkan perkawinan hanya diizirjka sudah
berumur 19 tahun. Dapat disimpulkan, bahwa di balwahng 21 tahun
perlu mendapat izin dari kedua orang tua dan kurB@&gahun perlu
mendapat izin pengadilan (Ahmad Rafigq, 2000: 79l Hi tercantum
dalam Pasal 7 ayat (2) yang memberikan dispensadiadap
penyimpangan Pasal 7 ayat (1), oleh pengadilan.

Tidak Terdapat Larangan Perkawinan

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk ngslegkan
perkawinan di antara orang-orang yang mempunyaiurngdn tali
persaudaraan dalam Pasal 8 butir a hingga butir f.

Tidak Terikat oleh Suatu Perkawinan yang Lain

Pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarangraageyang masih
terikat oleh suatu perkawinan untuk kawin lagi. Hal sesungguhnya
merupakan akibat dari asas yang dianut oleh undadgng ini yaitu azas
monogami. Azas ini dianggap sebagai pencerminanerigdk dari
masyarakat, terutama kalangan wanita bahwa dimaddirasakan lebih
banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan.

Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami igt@nig sama yang akan
dikawini. Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan inaaapenjelasannya

menyebutkan bahwa suami isteri dalam membentuk hulaiagga harus
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bersifat kekal, oleh karena itu suatu tindakan yangngakibatkan
terputusnya suatu perkawinan harus benar-benartidipangkan dan
dipikirkan masak-masak.Bagi orang Islam dengan isegd ketentuan
Pasal 10 ini tidak berlaku sebab Undang-Undang Hukislam
membolehkan seseorang kawin-cerai sehingga tiga etlelah tiga kali
bercerai, baru diperbolehkan kawin lagi jika beistsrinya telah terlebih
dahulu menikah dengan orang lain. Setelah semkéhi&awin-cerai yang
ke sepuluh terlarang sama sekali (Lili Rasjidi, 1-989).

Bagi Janda Telah Lewat Masa Tundgidah)

I[ddah mempunyai arti hitungan waktu atau tenggaraktw Iddah
dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang meyapuarti tenggang
waktu sesudah jatuh talak dan waktu bagi suamitdegaek kepada
isterinya. Dan maksud kedua adalah sebagai wakiygéang bagi isteri
untuk melakukan perkawinan baru dengan laki-laki [@ayuti Thalib,
1986: 122).

Memenuhi Tata Cara Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menetapkan tentang pémcgbarkawinan
dan tata cara perkawinan yang diatur lebih lanjatamt Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 2 hingga PasaKhdsus bagi
mereka yang beragama Islam di samping ketentuaseher juga
diberlakukan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahufbi@ng menghapus
berlakunya Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 18&5 Peraturan
Menteri Agama No. 2 tahun 1954 (Lili Rasjidi, 199B).

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membestiatu keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarksmh&nan Yang Maha

Esa. Di pandang dari segi agama Islam, tujuan pokokperkawinan adalah

agar kehidupan rumah tangga suami istri menjadirtgntentram, penuh kasih

sayang atasakinah, mawaddah wa rahmaBebagaimana yang dinyatakan

dalam firman Allah Q.S ar-Rum, ayat 21, terjemalyan@adalah sebagai
berikut :
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah @iaciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supayarkacenderung

dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Ngatdramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangiaermtik

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Alkdi)kaum

yang berpikir”.

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas indivAdtivitas individu
umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingiapdi oleh individu
yang bersangkutan, demikian juga dengan perkawinBerkawinan
merupakan aktivitas dari suatu pasangan, maka selajlaknya mereka pun
mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawianterdiri dari dua
individu, maka ada kemungkinan bahwa tujuan metelak sama. Bila hal
tersebut terjadi, maka tujuan perkawinan itu hatilsilatkan agar terdapat
suatu kesatuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197dyeaimitkan
bahwa:

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sketuarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yag Msa.

Untuk itu suami dan istri perlu saling melengkagar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadian-nya mem/olamtu

mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Kasih sayang diantara suami istri termasuk tujaéirdari perkawinan.
Di antara kasih sayang itu bisa menjadi kerabatt yasa persaudaraan seibu
sebapak. Selain itu akan terlahir pula hubunganthgén lainnya, di
antaranya “jalinan persaudaraan” yang dalam ajagema Islam disebut
dengan istilah “silaturrahim” dimana Allah telah mgharamkan surga bagi
yang memutuskannya (Ibnu Taimiyah, 1997 : 12).

Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung padangiasasing
individu yang akan melakukannya, karena lebih bersubjektif. Tujuan
umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kelsdragidan
kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan daejd&eraan dunia dan
akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci tajleemukakan sebagai
berikut:

1) melaksanakan libido seksualis;

2) memperoleh keturunan;



19

3) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman;

4) mengikuti sunnah Rassul,

5) menjalankan perintah Allah SWT;

6) untuk berdakwah (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1992-18).

Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keadahagia, juga
bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam perkaavinperlu ditanamkan
bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seunmdup dan selama-
lamanya kecuali dipisahkan dengan kematian.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dandateam keluarga
dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama, maka dapat
dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengdlambatan-hambatan
yang merupakan sumber permasalahan besar dalaardelwakhirnya dapat
menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jaampai kepada
perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tujudmes yang akan diusahakan
agar dapat dicapai secara bersama-sama dan seblargk baru dapat
dikatakan sebagai keluarga bahagia apabila daldvarga itu tidak terjadi
kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertangkahingga keluarga
itu berjalan dengan baik dan harmonis tanpa ada@oygangan-goncangan
atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti. MénBasal 3 Kompilasi
Hukum Islam disebutkan bahwa :

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupanah
tangga yangsakinah (aman dan tenteram)nawaddah(rasa
saling mencintai) damahmabh (rasa saling menyantuni). Esensi
perkawinan adalah hidup berkeluarga yang penuh ateng
ketentraman dan kedamaian. Kebersamaan suamiagdtah
kebersamaan yang penuh dengan kedamaian dan ketantr
dimanasyara’ telah mewujudkan hak dan kewajiban masing-
masing (suami istri).

2.2Perceraian dan akibat hukumnya
2.2.1 Pengertian Perceraian
Mengenai pengertian perceraian dapat dikemukakmaalain:
1.Subekti menyatakan bahwa, perceraian adalah peuoggiap
daripada perkawinan dengan putusan hakim atauttimsialah satu

pihak dalam perkawinan (1984:69).
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2.Happy Marpaung menyatakan bahwa, perceraian agalaisnya
perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengatastirkan pada
alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetagiagan suatu
keputusan hakim (1983:16).
Berdasarkan dua pengertian di atas maka dapatpliftan bahwa perceraian
adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihakirmaislup bedasarkan
alasan-alasan yang dapat diterima serta ditetapleargan suatu putusan
hakim.

Menurut penulis, perceraian adalah putusnya hubuikgéika pihak-
pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasaaralyang dapat
dibenarkan. Sebagaimana apa yang telah dikemukgeda halaman
sebelumnya bahwa kenyataannya perceraian dapatdsajukan seorang
suami tidak di depan sidang pengadilan karena padgkaian pasal-pasal
Undang-Undang Perkawinan maupun pada rangkaian-jpasal peraturan
pelaksanaannya tidak mengatur sama sekali mengamkisi yang dapat
dikenakan terhadap suami yang menjatuhkan taldladep istrinya di luar
sidang pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan atyvan
pelaksanaannya hanya mengatur agar talak jangaatulthpn dengan
sewenang-wenang tetapi tidak dilengkapi denganssamkg dikenakan bagi
siapa yang melanggar. Jadi penulis beranggapaa,aoih seseorang yang
menaatinya maka itu semata-mata karena kerharusiakabbukan karena
takut pada sanksi. Jadi apabila tidak ada sanksy yipat dikenakan bagi
seseorang yang melanggar ketentuan tersebut makaadyarakat akan
banyak terjadi seorang suami yang menalak istriinyaar sidang pengadilan.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengegainbana
harus berbuat bila suami yang menalak istrinyaudr idang pengadilan itu
meminta surat keterangan tentang perceraiannya adensfrinya guna
keperluan untuk menikah lagi. Menurut keterangapaRaSulhan, S.H., MH.,
Hakim Pengadilan Agama Jember pada tanggal 14 No#eg007, terhadap
permasalahan itu Pengadilan Agama tidak akan pemmain mengeluarkan
surat keterangan yang diminta oleh suami tersé&danéna Pengadilan Agama

hanya mengakui perceraian yang dilakukan di depdang pengadilan
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berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nombahlin 1974. Bila
memang demikian keadaannya maka suami bisa sajampelh cara lain
misalnya dengan melakukan kawin siri, bila suamitinga meminta itsbat
nikahnya ke Pengadilan Agama, maka itu merupak&nyaatetapi mengenai
apakah Pengadilan Agama nantinya bersedia mengatuasbat nikah atau
tidak, semuanya itu tergantung bagaimana nantiey@Engbangan Hakim.
Di dalam Islam putusnya perkawinan itu dapat tedadena beberapa
hal, yaitu:
1. Meninggal dunia
Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiralieiatinya salah
seorang suami ataupun isteri, maka dengan serairbgrakhir pula
hubungan perkawinan.
2. Talak
Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oledaralgertentu dan
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
3. Keputusan hakim
Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagak pigtiga setelah
melihat adanya sesuatu pada suami dan / atau y&teg menandakan

tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan

2.2.2 Akibat Hukum Perceraian
a. Mengenai hubungan suami istri

Akibat pokok dari perceraian perkawinan, persetabumenjadi
tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kemlsdpanjang
ketentuan hukum masing-masing agama dan keperaayeatu

memperbolehkan. Menurut pasal 41 ayat (3) Undamiguom
Nomor 1 tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkamadapekas
suami untuk memberi biaya penghidupan atau menantsé&suatu
kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban atau meneaukesuatu
kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-maagmmanya
dan kepercayaannya itu.
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b. Mengenai anak

Menurut pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang &tdhtahun
1974 baik ibu atau bapak berkewajiban memeliharardandidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentimg&n Bapak
yang bertanggung jawab atas semua biaya pemelihadaa
pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, tetaja bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tetsebu
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat menhikaya
tersebut. Pengadilan dapat pula memberi keputiesaang siapa
diantara mereka berdua yang menguasai anak yakmiehfara
dan mendidiknya, apabila ada perselisihan antadudnya.
Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu juga didas kepada
kepentingan anak.

c. Mengenai harta benda

Menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 19adta
benda dalam perkawinan ada yang disebut harta rbargakni
harta benda yang diperoleh selama perkawinan lggsigng, selain
itu ada yang disebut harta bawaan dari masingngasgiami dan
istri dan harta yang diperoleh masing-masing sehbaadiah atau
warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menantbiawa
mengenai harta bersama, suami atau istri dapaintekt atas persetujuan
kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta badaarharta diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suamistta mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mendemt bendanya.
Menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 18jgdbila perkawinan
putus maka harta bersama tersebut diatur menukuinfluya masing-masing.
Disini tidak jelas putusnya perkawinana itu kard&eanatian ataukah karena
perceraian, tetapi menurut pasal 37 Undang-undamigioX 1 tahun 1974
disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karereezgan, harta bersama
diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukuwanaa, hukum adat
dan hukum lainnya (Latif, 1981:115).
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Menurut penulis, akibat dari suatu perceraian dalidtat dari tiga
hal. Pertama, mengenai hubungan suami-istri. Paeserberarti ikatan
perkawinan antara suami-istri sudah tidak ada ldgbungan kelamin yang
terjadi diantara mereka yang telah bercerai, menpemulis hal itu dapat
dikatakan sebagai suatu perbuatan zina karena pabutu dilakukan tanpa
adanya suatu ikatan perkawinan.

Kedua, mengenai anak. Suatu perceraian pasti membanvan yaitu
bagi anak-anak. Anak-anak pasti sedih karena draarga tidak dapat hidup
bersama lagi dalam satu rumah. Walaupun kedua draarya tidak dapat
hidup bersama tetapi mereka tetap punya kewajilvankumemelihara dan
mendidik anak-anaknya. Hal itupun telah ditegaspada pasal 41 ayat (1)
dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karehanhdemi menjaga
kepentingan anak. Mengenai sengketa tentang pearegih anak menjadi
tanggung jawab siapa maka pengadilan yang akan tuoskam berdasarkan
kepentingan anak.

Ketiga, mengenai harta benda. Pada pasal 37 Unazaeyag Nomor 1
tahun 1974 menyatakan bahwa apabila perkawinars (keitena perceraian,
harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masiitig hukum agama,
hukum adat dan hukum lainnnya. Perkataan “hukummia” pada penjelasan
pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maksuddgah untuk
membuka kemungkinan hukum lain daripada hukum agdamahukum adat
untuk pengaturan harta bersama. Misalnya Hukum aRer8arat (B.W.).
Terbukanya hukum lain daripada hukum agama dan rhulagdat bagi
pengaturan harta bersama ini adalah untuk mengfikdkosongan hukum

dalam tatanan hukum negara kita.



BAB 3
PEMBAHASAN

3.1Alasan Hukum Perselisihan Suami Istri Untuk Berceai

Untuk mengajukan suatu perceraian hendaknya jelasya alasan-
alasan hukum yang sudah tercantum dalam UndangignBelam perceraian
alasan hukumnya tidak mutlak hanya satu alasanyaag menjadi penyebab
terjadinya perceraian. Sebagai contoh perceraiag yaenggunakan alasan
perselisihan dalam rumah tangga tidak mutlak ifa alsannya. Perselisihan
dalam rumah tangga dapat berawal dari adanya fa&kimnomi yang lemah
atau adanya kecemburuan.

Alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasak unéngajukan
perceraian telah diatur dalam Undang-undang NombaHun 1974 pasal 39
ayat (2) yang ditegaskan lagi dalam Peraturan RetakrNomor 9 tahun
1975 pasal 19 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemagimrkadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamduz)(tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa amyang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (liatan atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan beslargy

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengeamdyerat
yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau pergexkitan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagani atau
isteri.

6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi fisiisan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup Hakyilalam
rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian yang teladkdio diatas, ada
beberapa hal yang ingin penulis kemukakan. Mengemmgertian zina
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidaémberikan

penjelasan mengenai zina tersebut. Berarti dalamnhgembuat Undang-

undang menyerahkan sepenuhnya pada kesadarantdatuke hukum yang
hidup dalam masyarakat.

24
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Melihat dari bunyi pasal 19 Huruf a Peraturan Pémten Nomor 9
tahun 1975, pengertian zina disini berarti salaloras®y terkait dalam
perkawinan melakukan hubungan kelamin dengan gietiga yang berbeda
jenis kelaminnya. Menurut penulis, pengertian juga dapat ditujukan bagi
pria atau wanita yang belum terkait dalam ikatarkgeinan yang diantara
mereka telah terjadi hubungan kelamin. Jadi menpanulis, agar suatu
hubungan kelamin yang dilakukan suami atau istngde pihak ketiga dapat
dijadikan sebagai alasan perceraian. Dalam hahaka penulis lebih setuju
jika zina diganti dengan istilah selingkuh.

Dalam huruf yang sama disebutkan bahwa salah shak mdalah
pemabuk, pemadat dan penjudi yang sungkar diserabuitenurut penulis
agar alasan tersebut dapat dijadikan alasan unesketai maka alasan
pemabuk, pemadat dan penjudi haruslah berupa garbyang sudah menjadi
suatu kebiasaan yang sulit diubah dan tidak mundjkinlinkan lagi.

Meninggalkan pihak yang lain untuk masa 2 (duaunahtau lebih.
Menurut penulis dalam hal ini si pelaku memang tli&d untuk ingin
meniggalkan pasangannya yang sah dan tanpa ijim al@ng yang
ditinggalkan itu. Kepergian dengan alasan berliduras di luar kota atau ada
urusan-urusan lain untuk kepentingan yang berkaltargan pekerjaan demi
kelangsungan hidup mereka di masa mendatang, tem tidak bisa
digunakan oleh pihak yang ditinggalkan untuk didama sebagai alasan
perceraian. Mengenai penyebutan “berturut-turut’numet penulis hal itu
memang perlu disebut dengan tegas, karena ada g&man kepergian yang
terputus-putus asalkan jumlahnya 2 (dua) tahuo kghih dapat dijadikan
alasan untuk bercerai.

Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih yangatkrjsesudah
perkawinan, hal itu dapat dijadikan alasan untutcdémi. Menurut penulis,
hukum di sini bertujuan untuk melindungi pihak yateghukum, jangan
sampai kehidupannya menjadi menderita akibat djafigin pasangannya
yang dipenjara. Berarti di sini pihak yang tidakht&kum dapat melakukan

perceraian dengan pihak yang terhukum untuk kemudieenikah lagi.
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Menurut penulis, jangka waktu 5 (lima) tahun adalatktu yang cukup lama
untuk mempertimbangkan apakah perkawinana merédkajutkan atau tidak.

Alasan bahwa salah satu pihak melakukan kekejamgau a
penganiayaan berat yang membahayakan terhadaplpihaknenurut penulis
ada yang menjadi permasalahan. Masalah terseblathacengenai keadaan
yang bagaimana agar kekejaman atau penganiaya&ndapat dikatakan
membahayakan bagi pihak yang lain. Menurut penddéilem hal ini harus ada
visum et repertundari dokter atau berupa keterangan saksi dari sgahli
jiwa tentang tentang bagaimana perasaan dari akpeersebut. Bila kondisi
kejiwaan pelaku terbukti membahayakan pihak lainkan&al itu dapat
dijadikan alasan untuk bercerai.

Cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidapat
menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun isteénurut penulis hal
tersebut juga masih menjadi persoalan. Undang-undédak mengatur
dengan jelas kriteria cacat badan atau penyalselert. Menurut penulis,
cacat badan atau penyakit yang dimaksud dalam gadadang ini adalah
suatu cacat badan atau penyakit yang menyebaldain dapat dilakukannya
suatu hubungan kelamin antara suami dan istri. IMisakarena suami
impoten atau istri mengalami kelumpuhan. Terhadagatc atau penyakit
seperti itu, dapat dijadikan alasan untuk bercétada perkara di pengadilan
mengenai bagaimana kriteria cacat badan atau pirgagebut, semuanya
tergantung pada pertimbangan hakim.

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, mepenulis suami-
istri tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dmejdhteraan suatu
perkawinan apabila diantara mereka terus-menerisrgikar dan berselisih
paham. Apapun yang menjadi alasannya keadaan wérssimgat tidak
menguntungkan bagi kedua belah pihak beserta araitaga.

Alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19f Hutdndang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak ada perafeaundangan yang
mengatur secara jelas mengenai kriteria persetisitaan pertengkaran terus-

menerus jadi dipertegas lagi dalam Yurisprudendildanah Agung.
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Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980g@al 2
Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisiaanpertengkaran yang
terus menerus antara suami istri antara lain:

Suami tidak memberi nafkah kepada istri
Suami telah menikah lagi dengan wanita lain
Memaki-maki di depan umum

Sering tidak pulang kerumah

Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaaan

S A

Terjadi keributan atau pertangkaran yang terus mierentara suami istri
(Suyuthi, 2001:99)

Menurut penulis, kriteria yang kedua menyebutkama@zasuami telah
menikah dengan wanita lain. Pada kriteria terselm@murut penulis masih
belum jelas apakah sebelum menikahi wanita laguami telah mendapat ijin
istri atau tidak. Menurut penulis, apabila kritetéasebut dimasukkan sebagai
salah satu kriteria terjadinya perselisihan datepgkaran yang terus menerus
antara suami-istri berarti dalam hal ini si suaeliun mendapatkan ijin dari
istri sewaktu dia akan menikahi wanita lain. Menysenulis ijin istri tidak
mutlak diperlukan, karena ada beberapa hal yanyetaikan, misalnya istri
berada dibawah pengampuan dan istri telah menghdelama (2) tahun.

Memaki-maki di depan umum, menurut penulis bagaapan dan
dimanapun itu dilakukan, hal itu dapat melukai paem atau menyebabkan
tekanan batin yang membahayakan ketengan jiwa ddrarp Tindakan
memaki-maki pasangan atau saling memaki antaraissaimmenyebabkan
kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga sebagaiyzenta dikehendaki
oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidakgkin tercapai.

Mengenai salah satu pasangan yang sering tidakngputerumah,
menurut penulis kriteria yang keempat tersebut imdsirang lengkap.
Seharusnya kriteria yang kelima menyebutkan “sakgh pihak sering tidak
pulang ke rumah tempat kediaman bersama”. Jadindingaksudnya jelas
bahwa salah satu dari suami-istri itu sering tigmktang kerumah tempat
mereka tinggal bersama, apalagi jika kertidakpudanga itu disebabkan

alasan yang tidak jelas maka dapat menimbulkan was@ma terhadap
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pasangannya. Sebuah perkawinan yang selalu diliaga uriga maka
perkawinannya tidak akan langgeng, padahal untukvupuglkan sebuah
perkawinan yang langgeng dibutuhkan rasa salingayarsatu sama lain.

Mengenai kriteria yang keempat ini, menurut pentiligk berlaku
bagi pasangan yang tinggalnya saling terpisah kareondisi tertentu,
misalnya seorang tentara yang ditugaskan ke ddamhselama beberapa
bulan. Pada kasus seperti ini tidak dapat dikatdledmwa dalm rumah tangga
itu telah terjadi perselisihan dan pertengkarangy@mus-menerus karena si
suami sering tidak pulang ke rumah. Jadi menurnul® dalam menafsirkan
pengertian sering tidak pulang ke rumah ini, hanedihat dulu bagaimana
kenyataannya di lapangan.

Pada kriteria yang kelima disebutkan bahwa teriattierasan dalam
rumah tangga, misalnya suami pernah memukul istenurut penulis, bila
dilihat dari kalimat “suami pernah memukul istriedarti meskipun suami
hanya sekali memukul, sudah dapat dikatakan babamaispernah memukul
istri. Menurut penulis, tindakan memukul di sinrislah suatu tindakan yang
dapat menyebabkan rasa sakit, meninggalkan bekasbdh atau sampai
menimbulkan luka, barulah hal tersebut dijadiaka&bagai kriteria telah
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antammisiséri. Bahkan bila perlu
perlu terhadap kriteria yang keenam ini juga padanya pembuktian dengan
visum dari dokter.

Pada kriteria yang keenam menyebutkan bahwa tekgathutan antar
suami-istri. Pada kriteria tersebut, penulis meraaaih kurang jelas apa yang
menjadi sebab-sebab dari keributan tersebut. Méreterangan dari Bapak
Sulhan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agareankkr, mengenai
penyebab keributan antara suami-istri itu ada lagt@esumber, antara lain:

1. Masalah penghasilan atau ekonomi
Penghasilan suami lebih besar dari penghasilaragatah hal yang biasa.
Namun bila yang terjadi kebalikannya, si istri peaigilannya yang lebih
besar daripada suami, biasanya bisa timbul masalemi merasa rendah
diri karena tidak dihargai penghasilannya, semantsir istri merasa

memiliki derajat yang lebih tinggi daripada suanairpyang mengakibatkan



29

kurang menghargai, bertindak sewenang-wenang dak thenghormati
suami lagi sebagai kepala rumah tangga. Adapuaralag seperti karena
isterinya dianggap boros atau suaminya tidak mey@n seluruh
penghasilannya kepada isteri. Perselisihan yangokek pangkal pada
keuangan merupakan alasan yang paling sering memedyebab
pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga lgaknenyenangkan.
Dalam hal ini berarti bahwa keharmonisan berumalgda sudah tidak

ada lagi.

. Keturunan

Pada dasarnya tujuan perkawinan termasuk untuk eremeph keturunan.
Maka ketidakhadiran anak di tengah-tengah keluapgga sering

menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara sustm Apalagi jika

suami menyalahkan istri sebagai pihak yang mantal &éidak dapat
memberikan keturunan. Padahal, butuh pembuktian ismadhtuk

menentukan apakah seseorang memang mandul atiu tida

. Keyakinan

Biasanya pasangan yang sudah berikrar untuk besshitdup-semati tidak
mempersoalkan masalah keyakinan yang berbeda areaka. Namun
persoalan biasanya akan timbul sasat mereka majatani kehidupan
berumah tangga. Mereka baru menyadari bahwa peabdéasebut sulit
disatukan. Masing-masing membenarkan keyakinanngadis dan

berusaha untuk menarik pasangannya agar mengikutikeski tidak

selalu, hal ini seringkali terjadi pada pasangamisstri yang berbeda
keyakinan, sehingga keributan pun tidak dapat ddiin Sebelum
melangsungkan perkawinan di kalangan pasangan-gasaintelektual
yang memandang perbedaan agama sebagai persoataringan, karena
persoalan agama dianggap sebagai urusan pribadn fdkapi, setelah
mereka menikah barulah timbul kesulitan-kesulitan misalnya dalam
hal pendidikan anak atau salah satu pihak tidak piradah ke agama lain,
meskipun sebelum perkawinan telah berjanji bersediak pindah ke

agama pasangannya.
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. Kehadiran pihak lain

Kehadiran orang ketiga, misalnya adik ipar ataupanak famili dalam

keluarga kadangkala juga menjadi sumber konflikasakumah tangga.
Hal kecil yang seharusnya tidak diributkan bisaubah menjadi masalah
besar. Misalnya mengenai pemberian uang saku kepdiétaipar oleh

suami yang tidak transparan akan berakibat adaagankburunan yang

menjadikan suatu permasalahan.

. Mertua

Kehadiran mertua dalam rumah tangga seringkali agesumber konflik,

karena mertua terlalu ikut campur dalam urusan hutaagga, anak dan
menantunya. Mungkin dalam hal ini mertua bersikepdpli pada anak
dan keluarganya karena tinggal dalam satu atap samg.

. Ragam perbedaan

Menyatukan dua hati berarti menyatukan dua kepidpadan selera yang
tentu saja berbeda. Misalnya suami seorang yandjiggensementara istri
banyak bicara dan mudah emosi. Dua kepribadiampabila disatukan
biasanya tidak bisa menyambung, ditambah lagi pé&aeohobi atau

kesenangan. Sebagai contoh: Suami masih senanghabalbermusik,

sedangkan istri lebih senang rekreasi ke pantaabea keluarga. Hal

tersebut dapat memicu adanya suatau pertengkaran.

. Komunikasi terbatas

Pasangan suami-istri yang sama-sama sibuk biagatakapunya cukup
banyak waktu untuk berkomunikasi. Kadangkala merbkatemu di
malam hari saat hendak akan tidur, atau di akhkapesaja. Terkadang
pula, untuk sarapan pagi atau makan malam bersash&arga pun
terlewatkan begitu saja. Kurangnya waktu untuk ngalberbagi dan
berkomunikasi ini sering menimbulkan salah pengertsuami tidak tahu
masalah yang dihadapi istri, demikian juga sebghknAkhirnya ketika

bertemu, keduanya tidak saling mencurahkan isnpati

. Seks

Masalah yang satu ini seringkali menjadi sumbeiibkgéan suami-istri,

biasanya yang sering protes adalah pihak suami tidal puas dengan
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layanan istri. Suami seperti ini umumnya memangisegtan tidak
pengertian terhadap istri, sedangkan bagi pihak lstnyak hal yang
menyebabkan istri bersikap seperti itu. Mungkin ekar letih akibat
bekerja mengurus anak, stress ataupun hamil.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat hakeraunikasi
yang terbatas antara suami-istri sehingga memidenqgkaran antara suami-
istri. Menurut penulis, frekuensi bertemunya suasiri tidak memberi
jaminan sebuah rumah tangga akan menjadi harmaoeigpi pertemuan
suami-istri yang berkualitas disini maksudnya anfgihak suami dan suami
dan istri masing-masing secara proaktif mengomuiliem berbagai
kelebihan dan kekurangan pada pasangannya dan ankaels berinisiatif
sendiri jangan saling menunggu siapa yang mendaiéareka harus pandai
memanfaatkan segala kesempatan pada saat sedaamaerama, diharapkan
dengan cara itu suami-istri dapat saling memahataisama lain.

Mengenai seks yang menjadi sumber keributan, batidtak selalu
hanya karena seorang suami yang tidak puas atagapeln istri. Seorang istri
pun juga bisa merasa tidak puas atas pelayanan.dd@&alnya karena suami
mempunyai penyakit yng mengakibatkan istri tidalpataterpuaskan dalam
berhubungan seks, contohnya penyakit jantung, asmpatensi atau bisa juga
karena ejakulasi dini, maka suami tidak memberikaaiayanan yang
maksimal kepada istri.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pas&l6 1
menambahkan dua sebab atau alasan untuk terjasbby@h perceraian yaitu:

1. Suami melanggar’lik talak.
Sighat ta’lik talak yang diucapkan oleh suami kepasterinya
sesudah akad nikah adalah sebagai berikut: “sevveddttu
saya: (1) meninggalkan isteri saya dua tahun hérturut; (2)
atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya bigan
lamannya; (3) atau saya menyakiti badan/jasmasri isaya; (4)
atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteyasenam
bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridhardangadukan
halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduanngaadian
serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istsa membayar
uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebagadhi
(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak sag@ s
kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasadtak
menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkaadee
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Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM)pusat untuk keeriu
ibadah sosial (Pegangan Calon Pengantin, 2001:5).

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan itsgad
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3.2Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 2901/Pdt.G2005 Pa.Jr
Telah Memutus Menolak Gugatan Cerai Dari Penggugat.

Pertimbangan Hakim dalam menolak pengajuan gugpésceraian
yang diajukan oleh Penggugat jika Penggugat tidgbatlmemberikan alat-
alat bukti dan ditambah dengan keterangan darii ssls keterangan dari
saksi-saksi yang diajukan dirasa kurang bisa mamuwlkpernyataan yang
diberikan oleh Penggugat. Sehingga tidak bisa mekak Hakim Majelis
bahwa rumah tangga tersebut tidak benar-benar pataln masih bisa
diselamatkan/dipersatukan kembali, maka dengan kieemiHakim dapat
menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Jika dalam suatu gugatan tersebut dinyatakan gotglr Hakim
apabila Penggugat tidak pernah hadir dalam pergadarselama dua kali
berturut-turut meskipun telah mendapatkan pangglkmn Pengadilan Agama
tempat ia mengajukan berkas gugatannya. Pelaksdnzah atas tentu juga
didasarkan pada berbagai peraturan perundang-uaclasen pertimbangan
dari Hakim Majelis. Pertimbangan tersebut kemudi@mumuskan bersama
Hakim lain sehingga didapatkan suatu kesimpulawhasuatu perkara harus
diputus sesuai dengan peraturan yang ada dan mbinrasa keadilan. Atau
apabila ketika Hakim menunjuk Hakam untuk bertugagar dapat
mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketaedayata Hakam itu
berhasil mendamaikan, maka secara otomatis gugataebut batal, dan
Hakim segera membuat akta perdamaian untuk kedah p#ak.

Meskipun terdapat berbagai alasan untuk melakukarcepaian,
Hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap kaswstama yang
berkaitan dengan perselisihan keluarga tentunyapueyai batasan-batasan
atau ukuran-ukuran serta berbagai pertimbanganadaph setiap kasus
perselisihan dan pertengkaran keluarga, sehingg@aHadak hanya melihat

bahwa setiap kasus gugatan perceraian dengan afsséngkaran dan
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perselisihan antara suami dan isteri dalam satuakgh dapat langsung
dikabulkan begitu saja.

Perceraian merupakan suatu kondisi yang memaksan&adalam
mengajukan suatu gugatan perceraian dibutuhkararalgang kuat dan
bersifat sangat memaksa, maksudnya jika tidak atden jkeluar lagi untuk
hidup bersama antara suami dan istri. Dalam hdlakim selalu menawarkan
perdamaian pada saat digelarnya sidang dalam péng&dpada kedua pihak
yang akan melakukan suatu perceraian.

Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaranisisteri yang
dijadikan sebagai alasan perceraian adalah hasusisdengan bunyi pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197%geal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Antara suami dateis terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harakam hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”. Tetapi sayangnya, dalam pas#idak menjelaskan
secara rinci tentang pengertian perselisihnan darenqgkaran terus menerus
yang dimaksud dan begitu juga dengan Undang-Undingya. Mengenai
pengertian terus-menerus juga tidak dijelaskan mmesigjangka waktunya
sehingga Penulis juga kurang begitu memahami batessdang pengertian
terus menerus.

Sedangkan pertimbangan Hakim dalam hal mengabuperkara
perceraian adalah berdasarkan alat-alat bukti eéserangan dari saksi-saksi
yang diajukan oleh Penggugat dan dapat mendukurrgyatean dari
Penggugat sehingga membuat Hakim Majelis memiliéyakinan bahwa
rumah tangga pasangan yang bersengketa tersebuangeelah retak dan
sudah tidak dapat dipersatukan lagi, jika tidakukti maka Hakim berhak
menolak putusan yang telah diajukan dalam suagidasagan.

Pada putusan Pengadilan Agama Nomor: 2901/Pdt.6/200
dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengada tanggal 15
Januari 1995, yang dicatatkan pada kantor Urusaam@g Kecamatan
Kaliwates kabupaten Jember. Setelah pernikahanraarf@nggugat dan
Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-istri daendikaruniai 3 (tiga)

orang anak. Pada mulanya rumah tangga antara Rgigdan Tergugat
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berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 6 bularlsebgugatan diajukan ke
Pengadilan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat gaylah. Penyebabnya
adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkgeay disebabkan karena
Tergugat telah diketahui oleh Penggugat menikahdsingan mantan anak
buahnya yang bernama Rohmah dari Suco Mumbulsamun Tergugat

mengelak hal tersebut. Setelah orang tua TerguwgaPeénggugat mendatangi
wanita tersebut, ternyata Tergugat hanya pernah aksmRohmah untuk
menikah siri dengannya. Hal tersebut atas dasatpem orang tua Rohmah.

Selanjutnya, bahwa telah terjadi perselisihan damepgkaran antara
Penggugat dan Tergugat. Atas dasar alasan-alasgmgasmana tersebut,
Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember lagdenan
memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan umierkgabulkan gugatan
Penggugat, menjatuhkan talak satlin dari Tergugat terhadap Penggugat,
menetapkan bahwa Penggugat sebagai pengasuh eKeim anaknya, dan
membebankan biaya perkara ini menurut ketentuarurhuigang berlaku.
Dalam persidangan, Tergugat memberikan jawaban ddioak benar antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yangs tmenerus karena
dalam kenyataanya Penggugat dan Tergugat tetap Hidtmonis sebagai
suami-istri dan masih tinggal bersama dalam sahahu Tergugat juga sangat
keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan aehgdegat karena masih
mencintai Penggugat dan anak-anaknya.

Dalam surat putusan dijelaskan bahwa Hakim telammipegikan upaya
perdamaian akan tetapi tidak berhasil. Hakim meikder pertimbangan
berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat dersdasan antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaejak diketahuinya
pernikahan siri Tergugat dengan wanita lain yarmgdrea Rohmah dan sudah
7 (tujuh) hari sebelum persidangan dilaksanakaantdra Penggugat dan
Tergugat tidak melakukan hubungan suami-istri wal@umasih berkumpul
dalam satu rumabh.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertinamardjatas
Majelis berpendapat bahwa hubungan antara suatnifisasih berjalan

normal, bahkan berdasarkan replik Tergugat yangktidiibantah oleh
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Penggugat bahwa selama masa proses persidangaa &maggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebabhyéga) kali. Hal ini
menunjukkan adanya kerukunan dan keharmonisan gabuRenggugat dan
Tergugat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hirBfNo 9 tahun 1975
jo pasal 116 huruf f KHT tidak terpenuhi. Majelisrpendapat berdasarkan
pertimbangan tersebut bahwa Penggugat tidak bérhmesnbuktikan dalil
gugatannya sehingga gugatan penggugat tersebst digolak.

Proses beracara cerai gugat melalui beberapa tahagakim
selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari abtditerimanya berkas atau
surat gugatan perceraian melakukan pemeriksaariayugarceraian tersebut.
Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (1) Undang-bigidomor 7 Tahun 1989.
Pembatasan pemeriksaan perkara selambat-lambathyhai disamping
untuk memenuhi tuntuan asas yang ditentukan datesal g ayat (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kelaakyrakni Peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutdgim melakukan
pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat utiakgl dan menghadap
di muka sidang.

Para pihak yang berperkara pada waktu dan tempag yalah
ditentukan atau ditetapkan dengan menyerahkanasatjugatan tepat pada
waktunya. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaankdi sidang. Tugas
Hakim dalam pemeriksaan ini ialah wajib mendamaikama pihak yang
bersengketa pada permulaan sidang sebelum penzeriksakok perkara.
Usaha mendamaikan dilakukan selama proses pemnamikbarlangsung,
bahkan sebelum perkara diputus Majelis Hakim dapatakukan upaya
perdamaian. Dalam pemeriksaan perkara di Pengadigama, terutama
mengenai kasus perceraian, Hakim memiliki kewajibatuk mendamaikan
para pihak yang berselisih, dan para pihak wajiardaipaya perdamaian.

Apabila usaha mendamaikan tersebut tidak berhesilandilanjutkan
dengan tahapan pembacaan surat gugatan. Setelabtagudjbacakan dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, makgu@et diberi kesempatan
untuk mengajukan jawabannya. Jawaban tersebut dissampaikan secara

lisan bagi mereka yang tidak dapat baca dan thétap poin dalam gugatan
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harus dijawab dengan jelas dan tegas satu pedis¢utai dengan alasan serta
dalil-daliinya, manakala Tergugat membantah isi ajag tersebut. Pada
akhirnya Tergugat harus menyampaikan apa yang eélildaki oleh Tergugat
dalam jawabannya (pada petitum jawaban). Petittgon &untutan berisi
tentang apa yang diminta atau diharapkan oleh Reyaggagar diputus oleh
Hukum. Dalam tahapan ini, Tergugat dapat menyanapaikksepsi atau
tangkisan.

Setelah tahap jawab-menjawab antara Penggugatetgngat selesai,
maka tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksatbwa. Pada tahap ini,
baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatary ysama untuk
mengajukan bukti. Mengenai alat bukti ini, samagd@nmacam-macam alat
bukti pada perkara perdata, sebagaimana diaturiest 164 HIR, yaitu :

Alat bukti surat;

Alat bukti saksi;

Alat bukti persangkaan;
Alat bukti pengakuan;
Alat bukti sumpabh.

aObhwONPE

Di dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor Ruhal989
menyatakan :

“Apabila gugatan perceraian dilakukan atas alasartepgkaran
yang terus menerus, maka untuk mendapatkan pufesaeraian
harus didengarkan keterangan saksi-saksi yangdiatas keluarga
atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”.

Hal tersebut digunakan sebagai pertimbangan hukakinHdalam memutus
suatu perkara.

Setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surah daendengar
keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang gamggap dekat dengan
Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya Pernggwgsyatakan tetap
ingin bercerai. Sedangkan Tergugat menyatakan tietalp ingin bercerai dan
berharap bisa rukun kembali dengan Penggugat, desamgkaan atau alat
bukti Penggugat tidak terbukti. Berdasarkan prgsesbuktian tersebut, maka
Hakim menolak gugatan yang diajukan Penggugatngigan ditutup.
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Salah satu syarat untuk melakukan perceraian dBkasal 19 huruf f

PP No 9 tahun 1975 disebutkan bahwa terjadi petteng yang terus-
menerus. Menilik kembali putusan Nomor: 2901/Pd@085.Jr, Lum’l Rukiah

binti Mustajib sebagai penggugat telah memenuhrasyantuk mengajukan
gugatan cerai kepada suaminya di Pengadilan Ag@mdel. Tetapi karena
tidak terbukti dalam Persidangan, maka putusanlaflit@len Pengadilan
Agama Jember. Jadi menurut penulis tindakan Haldland menolak putusan
Nomor: 2901/Pdt.G/2005.Jr karena tidak terbuktlall sudah tepat.



BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
4.1.1 Alasan Hukum Perselisihan Suami Istri UntukBercerai
Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis sampaikaka dapat
diambil beberapa kesimpulan. Bahwasanya ada bebakgsan hukum yang
dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan percera@amrut Undang-undang
yang berlaku tentang perselisihan dan pertenghkamag terus-menerus yaitu:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayaya2) ditegaskan

lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun p@gal 19:

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi piiban dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidupnrd&gi dalam
rumah tangga.

2. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 ®&/2980 tanggal
2 Desember 1981:
f. Terjadi keributan atau pertangkaran yangsengnerus antara suami
istri.
3. Menurut Bapak Sulhan, S.H., MH., Selaku Hakim dndrdilan Negeri

Agama Jember:

Masalah penghasilan atau ekonomi.
Keturunan.

Keyakinan.

Kehadiran pihak lain.

Mertua.

-~ ® a0 T p

Ragam perbedaan.
Komunikasi terbatas.
Seks.

= «Q
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4.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 290Fdt.G/2005 Pa.Jr

Telah Memutus Menolak Gugatan Cerai Dari Penggugat.

Dalam mengajukan gugatan cerai harus terbukti deraglanya alasan
hukum seperti yang disebutkan diatas dan berdasdtkedang-undang yang
berlaku. Namun jika dalam pengajuan gugatan cefmrs pada putusan Nomor:
2901/Pdt.G/2005.Jr tidak terbukti alasan-alasanuhuriya, maka Pengadilan
berhak menolak gugatan tersebut.

4.2 Saran

Dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada konsinyeag baik antara
suami dan istri sehingga segala isi hati merekatda@pcurahkan. Dalam berumah
tangga setiap manusia pasti mengalami masalahteli#fapat masalah sebaiknya
diselesaikan dengan cara membicarakan masalalbuérsecara baik-baik untuk
mendapatkan titik temu yang menjadikan mereka bherkambali dan dapat

mencapai tujuan bersama untuk menciptakan rumaggsayang kekal, abadi dan
harmonis.
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